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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN

SATYALANCANA KARYA SATYA

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang

a.

bahwa Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam
melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan,
pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan,
dapat dijadikan teladan bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya
untuk diberikan Penganugerahan Tanda Kehormatan;
bahwa untuk menjamin konsistensi, objektivitas dan
transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan
Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Badan  Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, diperlukan pedoman untuk menentukan
calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya
Satya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
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Mengingat

Menetapkan

—

Pembangunan tentang Pedoman Penganugerahan Tanda
Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5115);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258);

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 400);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN

PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
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KARYA  SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PNS di lingkungan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), termasuk Pegawai
yang Dipekerjakan Pada Instansi Lain (DPIL).

2. Penilaian Prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian
secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai
terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

3. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.

4. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan
sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

6. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang
diambil oleh PNS yang menyebabkan PNS yang
bersangkutan dibebaskan dari jabatannya dan tidak
berhak menerima penghasilan dari negara.

7. Unit Kerja adalah unit kerja mandiri setingkat eselon
dua di lingkungan BPKP dan unit kerja eselon dua yang
membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kedeputian
BPKP.

8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan
kewenangan untuk menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.



